
,g"

Kcntrak Kerja Sama

ANTARA

BAI.AI GURU DAN TENAGA KEPENDIDTKAN PROVINST NUSA
TENCGARA BARAT

DE NCAN

NoMoR : PM3.323 /87.15/ST.Z.*512a2,5
NOMOR : 4?3.2/1,61-lSMP3MT.GADINC /2C"5

TENTANG
PENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELA}ARAN MENDALAM [PM] BAGI

KEPALA SEKOLAH DAN GTJRU DI
SMP NECERI 3 MONTONC GADINfi

Pacla hari ini Senin tanggal d*lapan bulan sembilan tahun dua rilru dua puluh
lima [-OB-S9-2O25J diadakan Kontrak Kerja Sarna pelaksanaan pelatihan
Pembelajaran Mendalam u*tr.rk Peningkatan Kcmpetensi Guru dan Tenaga
Kependidikan antara:

{ r\}-*-- }tr-=l--- -J r-----.--* D=-.-,--!--^
-L. i\4.14-ild . lvl tllldtlttlldl.t II .rvvdll .r I dlCLyU

NIP :198606172A14A41A02
|abatan : Pejabat Pemhuat Kr:mitmen [PPK]
Alamat :|alan Gajahmada No 173 ]empong Baru, Kec.

Seka;:hela, Kcta Mataram, NTB" Kode Pos 831-15

Bertindak untuk dan atas nama Baiai Guru dan Tenaga Kependidikan {BGTKJ
Fr+..rinsi N:.:sa Tenggara Ber=t, Ke;:rente:'ian Fen'lidlkan Dasar dar: Ment:ngah
yang selaniutnya disebut PIHAK KESATU.

Z. Nama
Jabatan
Alamat

: LALU TAKDI R,S.Pd

Jl. fvlontang Baan-Pringgajurrang KIVI"3 Kayulian Desa
PringgajuranE Kec. Montong Gading Kab. Lombok
Timur.

Bertinclak untuk dan atas narna peserta SMP Negeri 3 Montong Gading yang
selanjutnya clisebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya FIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara trersarna-sama
disebut PARA PIHAK dengan terieLrih dahulu meilerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingktrngan Direktorat
]enderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK.

2. PIHAK KEDUA merupakan Kepalay'pimpinan SMP Neger: 3 Mcntong Gading
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Sepakat untuk rnengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Peiatihan

Pembelajaran Mendaian: [Pelatihan PMJ bagi Kepala Sekolah dan Guru, deugan

ketentuan sebagai berikut:

Pasai 1

Maksud dan Tujuan

[1j Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung
jawab hagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru;

[2] Tuiuan dari Kontrak Kerja Sama ini seiragai landasan hukum bagi
pengel*laan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan P&1 bagi Kepala
Sekoiah dan Guru.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kr.rja sama ini meliputi kegiatan:
a. Pernbiayaan penyelenggaraan Pelatihar-r PM b;lgi Kepala Sekolah dan Gum;
b. Pemanfaatan snmber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
Beniuk Kerja Sama cian Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pr:laksanaan Pelatihan PM bagi
Kepala Sekclah dan Gurr melalui pendidikan dan pelatihan dengan target
sasaran
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sekolah dan 2 orang guru
b. Satuan Pendidikan SD dapat rnendaftarkan 1" orang Kep;rla Sekolah, satu

Guru Kelas atas dan l Guru Kelas Bawah
c. Satuan Pendidikan SMP, SMA cian SMK dapat mendaftarkan 1 orang Sepala

Sekola-h dan 3 slrrr.I rl-enqa!: rrlmlrun MIPA" IPS rJa"n Hrtmanlora./Teranan

Pasal 4
Tugas dan Tanggung |awab

[ij PifiAK KESATU mempunyai tugas cian tanggung jawab:
a. menyusun Rencana Anggaran Biaya IRABJ PNBP Fungsional Pelatihan

PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari komponen briaya

pelatihan antara lain belanja bahan, honor olltput kegiatan dan belanja
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jasa prcf'esi sebagai pembentuktarif PNBP Fungsional. Komponen biaya
tersebut tidak terrnasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;

h. menyusun RAB pemhiayaari di luar- komnonen PNBP Fungsional atas

layanan PNBP bagi Kepala Sekolah dan Guru yang melrputi antara lain
belanja konsunrsi bagi peserta, penceram;,1h, pengaiar dan panitia serta
perjalanan dinas dan akomodasi {jika diperlukanJ bagi penceramah,
pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBP

Fungsronai atas layanalr t i\uP akan drsetorKan oieh rlhlAK ttEuuR l<e

rekening RPL;
c. membuka rekening penerimaan PNBf' dan rekening RPL yallg

digunakan untuk peneriraaan setoran sebagaimana dimaksuc-l pada
pasal 4 avat [1] huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;

d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBP

Fungsional clan pengajuan Maksimum Fencairan [MP] serta proses
pencairan/pengelolaan clana PNBP dari PIHAK KEDUA;

e. melakukan pernLrayaran untuk biaya sebagaimana dimaksucl pada pasal
4 ayat iii huruiL: rneiaiui rekening R.FL;

f. rnenyelenE;garakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai
dengan struktur prCIgram yang telah ditetapkan;

g" menyiapkan dan rxenyampaikan kuitansi tanda terirna pembayaran
bia-ya Pelatihan PM bagi Kepala Sekol;rh dan Gurtt kepada PIHAI{
KEDUA;

h. menyampaikan lapcran hasil peiaksana;rn Pelatihan PM hagi Kepala
Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan

i. Menpladrninistrasikan dan menyimpan seluruh bukti
pertanggrrngiawahan pelaksanaar-r kr:giatan Pelatihan PM hagi Kepala
Sekolah dan Guru.

[2J PIHAK KEDUA mempllnyai tugas dan tanggung jawab:
a. mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah clan Guru

yang rneliputi tarif PNBP Fungsional dan biaya di luar komponen PNBP
Fungsional atas layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang
disepakati oleh PARA PIHAK;

b. melakukan pembayaran kan:ponen pendanaan PNBP fungsional dan
Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PTHAK KESATU melalui
Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundar:g- undangan
cian ketentuan yang beriaku terkart PNBP kepacla PiHAK iiESATij meiaiui
rekening RPL fKode Virtual Account pembayaranJ;

c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran Iangsung untuk
transport dan penginapan peserta Felatihan PM bagi Kepala Sekolah
dan Guru, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;
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Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; dan
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e menerirna laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah
dan Guru clari PIHAK KESATU.

Pasal 5
Pembiayaan

{1J Sumber pernbiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekalah dan
Gunr berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerial BOS
Reguler rlengan mekanisme PNBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;

tzl Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk akomadasi dan
transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana B()S Kinerja/ BOS

Reguler
[3J Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan

Guru sebagaimana clirnaksud pada pasal 5 ayat [2J dan ayat {3J adalah
sebesar dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar

b. Biaya di luar kompcnen PNBP Fungsional atas layan.rn PNBP sebesar

Pa.sal 6
'?a+- f ^-- f)^fr1---, uLa tat o r urrrrrqJqt qil

t1l PIHAI{ I{EDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan PM tragi
Kepala Sekolah dan Guru densan mekanisme PNBP fungsional dan
komponen di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer
ke rekening bendahara dengari rincian sehagai berikut:
Kode VA pembalrarari :

Bank : Mandiri

[2] P!!{AK KESATI-I akan ryelak,-tkan pen]rrfa:vap ke k-as negara mela-ltli
rekening RPL atas komponen PNBP Fungsional.

t3) Pembayaran sebagaimana cliniaksud pada ayat [1i dan (2) Menyelesaikan
Proses Pembayaran paling Ianrlrat hari ke-3 ftiga] Sebelunr IN 1 berjalan;

[4i PIHAK KESATU akar: mengembalikan sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah clan Guru pada rekening RPL fiika acla) ke Kas Negara pada akhir
pela ksanaan pelatihan.
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Pasal 7

Ketentuan Pajak

Pernbayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontra"k Kerja Sania ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasa] B
]angka Waktu

Kontrak Kerja Sarna ini berlaku tertritung sej.rk ditandatangani oleh PARA
PIHAK sampai dengan 1CI [sepuluhJ hari kerja seteiah pelaksanaan lN 2 selesai.

Pasal 9
Sanksi

A-. -I-ll n4rn nt!I4It rl I I --- !-I- -,. I-..,.- )------.::1.. - -I:-r. t- t-.-.-a,-.--l=flpat"lira rAnA ,:li-lAI\ aidal{ nrelaK5airaKdrr rtsWdJiUdrIt ydIIB (trdLLll pa{ud t(r}lll..I dFl

kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 1"0

Keadaan Kahar {Force M*jeure}

(1J Yang dimaksud keadaan kahar {Force Majeure} adalah peristiwa seperti:
bencana alam [gempa bumi, tanah longscr, banjir], kehakaran, perang,
huru-hara, pemr:gakan, pemberontakan, dan epidenri yang secara
keseiuruhan ada hubungan iangsung riengan penyeiesaian kegiatan.

[2] Apabila terjadi keadaan kahar {Farce Majeure} sebagaimana dimaksud pada
ayat []-j maka pl]rak yang terkena keadaan kahar {Farce Majeure}
wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangalr yang
mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penl.elesaian Perselisi han

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang
langsung mernpengaruhi pelak.sanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK
akan menyelesaikan secara musyawarah dan mulakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhuhtrngan dengan kontrak ini wajib ditrerikan
secara tertulis oleh PARA PiHAK dengan alamat sebagai berikLtt:
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PIHAK KESATU

BGTK Provinsi Nusa Tenggara
Barat

PPK

]alan Caiahmada No 173 ien:pong
Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
No Telp [0370J 620870
Surel
b gtkntb @kemen dikdasmen"g*.id

Muhammad Irawan Prasetyo

NtP19860 6L7 7.0X444 L003

Jl. MontonE Baan-Pringgajurang KM.3
Kayulian Desa Pringgajurang Kec"
Montong Gading Kab. Lombok Timur.
Surel ....
Smpn 3 xronto nggading@gn:ail.com

PIHAK KEDUA

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib
cliberitahukan secara tertulis <:leh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal l-3
Lain-lain

[iJ P,,qRA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan
mengikuti Pelatihan PM.

[2J Apabila sasaran ya]]g rrrengikuti Pelatihan PM berkurang d;lri target dengan
alasan apapun setelah dana PNBP fungsional disetorkan ke Kas Negara,
maka biaya yang telah dikeluarkan oleh FIHAK KEDUA tidak dapat
dikembalikan darr diakui sebagai pcndapatan Negara.

Pasal 14
Penutup

Kcntrak Kerja Salrra ini dihrrat rangkap 2 {dual asli pada kertas herrneterai
cukup" masing-masing tertulis sanra dan rne*r;:unyai kekttatan hukum yaltg
sama bagi PARA PIHAK.

B Septernber 2O25

PIHAK KESATU

IRS.Pd

70],233.199802 1 030
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